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P     U     T     U     S     A     N  
Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Prgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Parigi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

xxxxxx,  tempat  kediaman di  KABUPATEN PARIGI  MOUTONG.,

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan  dan  menerima  keadaan-keadaan  mengenai  duduk

perkara  ini  sebagaimana  terurai  dalam  putusan  sela  Nomor

85/Pdt.G/2022/PA.Prgi  tertanggal  17  Februari  2022 yang  amarnya  sebagai

berikut:

M E N G A D I L I

1.   Memerintahkan  pada  Pemohon  untuk  mengucapkan  sumpah

tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

2.   Biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini,  akan  diperhitungkan

bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan

sumpah yang dibebankan kepadanya;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk

bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu

yang  terjadi  di  persidangan  cukup  ditunjuk  dalam berita  acara  sidang  yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  bersandar  pada  apa  yang  telah

dipertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli

hukum tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdata yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan,

SH.,  S.Ip.,  M.Hum.,  dalam bukunya yang berjudul  Penerapan Hukum Acara

Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Halaman 264 hal ini juga sesuai Pasal

182  R.Bg  bahwa”  untuk  dapat  diperintahkan  oleh  hakim karena  jabatannya

kepada  salah  satu  pihak  untuk  mengangkat  sumpah,  haruslah  ada  bukti

permulaan  terlebih  dahulu,  sehingga  apabila  ditambah  dengan  sumpah

supletoir tersebut  maka  pembuktian  menjadi  sempurna  sehingga  dengan

Pemohon  mengucapkan  sumpah  maka  bukti  yang  diajukan  oleh  Pemohon

dianggap cukup;

Menimbang,  bahwa  setelah  mengkonstatir  peristiwa-peristiwa  yang

terungkap  di  persidangan  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Pemohon  lalu  menghubungkannya  dengan  dalil  Pemohon  dalam

permohonannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai

berikut:

-    Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat

dalam perkawinan yang sah;

-    Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai satu orang anak;

-    Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi,

yang disebabkan karena  Termohon selalu kurang dan tidak menghargai

dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-    Bahwa Pemohon dan Termohon  telah  hidup berpisah  sejak  tahun

2020;
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-    Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga

Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

-    Bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  berusaha  untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil,

bahkan  Pemohon  tetap  bersikeras  hati  untuk  bercerai  dan  tidak  mau

melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dari  uraian  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  secara  yuridis  Pemohon menyandarkan  dalil

permohonannya  pada  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu

antara suami isteri  terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dalam  perspectiv ketentuan  tersebut  setidak-

tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi  secara kumulatif  yaitu

pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara

Pemohon  dan  Termohon,  kedua, bersifat  terus  menerus,  ketiga, tidak  ada

harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-

unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara  a quo makna terminologi

yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan

dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan,  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum

sering  terjadinya  percekcokkan  dan  perdebatan  antara  Pemohon  dengan

Termohon  dalam  rumah  tangga,  sebagaimana  keterangan  saksi-saksi  yang

berakhir  dengan  terpisahnya  Pemohon  dengan  Termohon  dalam  kehidupan

rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan

dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan  Termohon  dalam rumah  tangga

telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam

konteks  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  tidak  harus

dipahami  secara  gramatikal  (etimologis)  yaitu  perselisihan dan pertengkaran
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tiada hentinya,  atau  berkesinambungan,  atau  tanpa jedah atau berlangsung

sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk

menunjukan nilai  kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri  yang

melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya

untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah

tangga,  sehingga  peluang harapan akan  hidup  rukun kembali  dalam rumah

tangga  sebagaimana  unsur  ketiga  dari  norma hukum tersebut  di  atas  tidak

dapat diwujudkan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kontektualisai  makna  yuridis  dari

unsur terus-menerus tersebut di  atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum

yang  terungkap  dari  keterangan  saksi-saksi  di  persidangan,  hal  tersebut

terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan

Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon

dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak

terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  kedua  belah  pihak,

dengan  demikan  Pengadilan  berpendapat  bahwa  kualitas  perselisihan  dan

pertengkatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga

sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang,  bahwa  pisah  tempat  tinggal  antara  Pemohon dengan

Termohon sebagaimana  uraian  fakta  hukum  di  atas,  merupakan  akibat

langsung (direct effect) dari perselisihan dan pertengkaran yang tejadi dalam

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon,  artinya bahwa pisah tempat  tinggal

tersebut termasuk dalam domain  perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh

Pemohon dan  Termohon, yaitu dengan memisahkan diri  satu sama lain, dan

keduanya  tidak  lagi  berhubungan  suami  isteri.  Dengan  demikian,  selama

keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan

bahwa selama itu  pula  masih  terjadi  perselisihan   dan  pertengkaran antara

Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum di  persidangan hingga

saat  ini  antara  Pemohon dengan  Termohon masih  berpisah  tempat  tinggal.
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sehingga  Pengadilan  menilai  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan

berlangsung  secara  terus-menerus,  dengan  demikian  unsur  terus  menerus

telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali  dalam  rumah  tangga  secara  yuridis  dimaknai  sebagai  ketiadaan

keinginan  antara  Pemohon dan  Termohon  untuk  secara  bersama-sama

membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan

perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah,

mawaddah, warahmah;

Menimbang,  bahwa berdasarkan uraian tersebut di  atas,  unsur tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali  dalam rumah tangga secara  umum

tergambar  dari  fakta  hukum  adanya  pisah  tempat  tinggal,  terputusnya

komunikasi,  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban,  keengganan  Pemohon

untuk  berdamai  di  persidangan,  fakta-fakta  hukum  tersebut  menunjukkan

bahwa  hubungan  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  sampai  pada  tingkat

pecahnya perkawinan (broken marriage).  Pemohon sudah tidak lagi memiliki

personal  care  and  attention  based  on  love  and  respect (perhatian  dan

kepedulian  yang  didasari  rasa  cinta  dan  penghormatan),  demikian  pula

Termohon  tidak  melakukan  upaya  apapun  untuk  yang  bisa  mengembalikan

keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur

tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh

Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang,  bahwa  selama  menjalani  proses  persidangan,  tidak

tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya

untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa

mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap

persidangan,  maka  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  dapat  disimpulkan

bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah

bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis

Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum

Islam,  tidak  dapat  diwujudkan  oleh  Pemohon  dan  Pemohon  dalam  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan

tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih

sayang,  serta  penghormatan  kepada  pasangan  hidupnya,  maka  patut

disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan

keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang

bahagia,  sakinah,  mawadah dan  rahmah.  malah  sebaliknya  kondisi  rumah

tangga  yang  demikian  itu  secara  nyata  telah  bertentangan  dengan  tujuan

disyariatkannya perkawinan 

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan

Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak

dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa

hubungan  suami  isteri  telah  hampa  sehingga  apabila  perkawinan  itu  tetap

diteruskan  berarti  menghukum  salah  satu  pihak  dengan  penjara  yang

berkepanjangan dan hal  itu  sangat  bertentangan dengan rasa keadilan  dan

olehnya  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  pendapat  ahli  fiqhi  dalam  kitab

Mada  Hurriyah  Az-zaujain  fi  Ath-Tholaq dan  selanjutnya  mengambil  alih

sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ْ ولم الزّوجيةُّ الحياةُ تضْطربُ حين الطلّقِ نظامَ السْلمُ اختارَ قد يعدُ

روحٍ، غيرِ من صورةً الزّواجِ رابطةُ تصبحُ وحيث صلحُ، ول نصحٌ فيها ينفعُ

وهذا المؤبدِّ، بالسّجنِ الزّوجينِ أحدِ على نحكمَ أن معناهُ الستمرارَ لنّ

 العدالةِ، روحُ تأباهُ ظلمٌ

Artinya  :  Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan  rumah

tangga  telah  guncang  serta  sudah  dianggap  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa

karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak
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dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan

dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga

untuk  mencegah  bahaya  (kemudharatan)  sebagai  dampak  dari  perceraian,

namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang

lebih  besar,  maka  jauh  lebih  baik  jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  atau

ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa’d al

Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih

oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

أشدهما     لتقإ الضررين أخف يرتكب

Artinya  :  “bahaya  (mudharat)  yang  lebih  ringan  di  antara  dua  bahaya

(mudharat)  bisa  dilakukan  (prioritas)  demi  menghindari  bahaya

(mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum sebagaimana

telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan

dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in

sughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana

yang dimaksud oleh ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7

Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

serta  Perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Yuliani  binti  Essang)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Parigi; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 1.060.000,00 ( satu juta enam puluh ribu rupiah ); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Parigi  pada hari  Kamis tanggal  17 Februari  2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal  15 Rajab 1443 Hijriyah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H.,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan  diucapkan  dalam  persidangan

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Sri  Wahyuni,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,
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Sri Wahyuni, S.H.
Perincian biaya: 

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp    30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp    20.000,00

c. Redaksi : Rp    10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp    90.000,00

3. Panggilan : Rp   900.000,00

4. Meterai : Rp              10  .000,00  

Jumlah : Rp  1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah)
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